BAB V
PENUTUP

1. Kesmpulan

Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU merupakan kejahatan yang berbahaya di
Indonesia. Salah satu predicate crime TPPU yaitu korupsi dapat dilakukan oleh penyelenggara
negara yang memiliki posis strategis didalam pemerintahan. LHKPN merupakan instrumen
anti korupsi yang merupakan salah satu predicate crime TPPU. LHKPN merupakan kewajiban
bagi penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya sehingga mereka merasa
diawas yang membuat enggan untuk melakukan kejahatan berupa korups dan lain-lain.
Penyelenggara negara yang tidak melaporkan atau menyampaikan harta kekayaanya akan
dikenai sanks administras berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara Y ang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
Namun, Sanksi administrasi hanya dapat diberikan oleh atasan lembaga atau instansi terhadap
anak buahnya, sehingga apabila atasan tersebut tidak dapat menegakkan kepatuhan atas harta
anak buahnya maka sanks admistrasif tidak dapat diberikan kepada anak buahnya dan anak
buah tersebut terbebas dari kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya. Selain itu,
pemberian sanks administratif juga tidak mengikat seluruh penyelenggara negara.

Tindakan penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya dalam
perkembangan saat ini merupakan kejahatan karena dapat membahayakan harta benda,
ketertiban, dan kepentingan bagi masyarakat. KUHP dapat dijadikan gambaran bagi
penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayannya berdasarkan Pasal 216.
KPKPN yang merupakan lembaga yang berwenang mengenai harta kekayaan penyelenggara
negara sebelum KPK sering menggunakan Pasal 216 KUHP kepada penyelenggara negara
yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Namun, saat ini KPK sebaga lembaga yang
berwenang mengenai LHKPN tidak pernah memberikan sanksi pidanayang ada dalam KUHP
karena bertentangan dengan asas lex specialis derogate legi generalis yang artinya peraturan

khusus menyampingkan peraturan yang umum.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih
Dan Bebas Dari Korupsi, Kolus Dan Nepotisme merupakan peraturan khusus yang

memberikan sanks terhadap penyelenggara yang tidak melaporkan harta kekayaanya. Oleh
73



karena itu, KUHP sebagai peraturan yang umum tidak dapat diterapkan terhadap
penyelenggara negara tidak melaorkan harta kekayaannya.

2. Saran

Sudah saatnya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme mengganti pemberian
sanksi administratif menjadi sanksi pidana agar mekanisme LHKPN dapat berjalan Iebih baik
dan memberikan efek jera terhadap penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta
kekayannya. Selain itu, sanks pidana diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendorong

penyelenggara negara agar taat pada ketentuan aturan mengenai LHKPN.

Saran perumusan pasal dalam pemberian sanks pidana dari penulis apabila perbuatan
penyelenggara negara yang tidak melaporkan atau menyampaikan harta kekayaannya telah
dikriminalisasi pada intinya kurang lebih “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan
harta kekayaan yang menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-
undang diancam dengan pidana”. Perumusan sanksi tersebut penulis berkaca dengan Bab VIII
tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum Pasal 216 KUHP. Selain itu, pemberian sanks
pidanajuga dapat diberikan terhadap penyelenggara negarayang mel aporkan harta kekayaanya
dengan tidak benar atau pal su. Perbuatan tersebut dalam Pasal 263 KUHP sebenarnya mengatur

hal tersebut mengenai pemalsuan surat.
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